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Arik Krisdiananto, S310409005 Konsekuensi Yuridis berlakunya Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Status Sekretaris Desa 
Pegawai Negeri Sipil menjadi Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun 
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini menganalisa Konsekuensi Yuridis berlakunya Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Status Sekretaris Desa Pegawai 
Negeri Sipil menjadi Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun 
sebagaimana aturan yang berlaku. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris ( socio legal ) atau non 
doktrinal dalam sifatnya penelitian deskriptif kualitatif . Pendekatan yang 
digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder berupa bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
obsevasi, wawancara dan kuisioner dengan menggunakan teknis analisis induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Sekretaris Desa Pegawai 
Negeri Sipil masih menjabat sebagai Sekretaris Desa diwilayah Kabupaten 
Madiun, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yaitu Sekretaris Desa 
Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan Penghasilan Tetap dan Tambahan 
Tunjangan sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Madiun dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa terhadap Status Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil adalah 
Sekretaris Desa tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa, Penyusunan 
Peraturan Bupati Madiun tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa, Mutasi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil secara bertahap, Pengisian 
Perangkat Desa ( Sekretaris Desa ). 
Implikasi dari penelitian ini adalah Adanya masa transisi perubahan 
regulasi tentang Desa membutuhkan waktu tersendiri bagi daerah untuk 
melaksanakan serta adanya sosialiasi agar tidak terjadi salah penafsiran. 















Arik Krisdiananto, S310409005 Juridical Consequenses of The Enactment of 
Law No. 6 of 2014 on The Village against Village Secretary  Status of Civil 
Servants to be non Civil Servant in Madiun Regency  Thesis : Graduate Program 
University of Sebelas Maret Surakarta. 
This research examines Juridical Consequenses of The Enactment of 
Law No. 6 of 2014 on The Village against Village Secretary  Status of Civil 
Servants to be non Civil Servant in Madiun Regency rules that apply now. 
This research is a socio legal or non doctrinal research with qualitative 
descriptive research.The approach used in this research is qualitative approach 
with secondary data sources in the form of primary legal material, secondary and 
tertiary. Data collection techniques performed by obsevation, inteview and 
Quizioner with Interaktive Model of Analysis. 
Based on the results of this research showed that The Village 
Secretary of Civil Servants stiil served as Secretary of Village in Madiun 
Regency, Giving rise to legal consequences that village secretary does not get a 
salary and additional allowances according to the rules. Regency Government 
Madiun policy on the enactment of law No. 6 of 2014 concerning The status of 
The Village Secretary Civil Servant are : The village secretary of Civil Servant 
remain as Secretary of The village, Make regulation abaout Village devices, 
Gradually move The Village Secretary, Selection of Village devices ( The Village 
Secretary ). 
The implication of this research is that transition of regulatory changes 
on The Village takes timee for the implementation of The Regulation as well the 
socialitation of regulation in order to avoid misinterpretations. 
 
Keywords : The Village Secretary, Juridical Consequenses, Good Regulation 
 
 
